BAB V
PENUTUP

A. SIMPULAN
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Sebagal salah satu kekuatanm politik Orde Baru
setelah ABRI, GOLKAR diharapkan mampu mempertahankan
dan mengamankan kekuasaan eksekutif (ORBA) . Oleh ka-

rena itu, di setiap pemilihan umum GOLKAR diciptakan
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untuk selalu menjadi juara. Sehingga dengan menang =
ra GOLKAR akan menjadikannya mayoritas di DPR dan
dengan sendirinya akan menjaga kepentingan pemerin -
tah di dalam lembaga ini,

Dengan eksistensi GOLKAR yang semacan itu, a»
kan mengakibatkan kKekuasaan yalg monoliilik, dan peme
rintah bisa dengan leluasa melakukan depolitisasi di
semuz bidang pembangunan. Hal ini menegaskan, bahwa
GOLKAR bukan lagi sebagai the ruling party yang kebe
tulan memerintah, tetapi lebih jauh lagi sebagail the
government's party atau partai pemerintah.

Kalau kenyataan ¢i atas terus dibiarkan, ti-
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dak menutup kemungkinan tercipta pemerintahan dikta-
tor yang otoriter dan totaliter yang diharamkan oleh

Islam.
Fkeistensi GOLKAR di pemerintah maupun di DPR,
menyehablkan tidak berjalankan fungsi kontroling di
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lembaga ini. Karena cksistensi GOLKAR di dalam lem-

baga ini mempunyail kepentingan ganda yang gsaling ber
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sebrangan. Sehingga menciptakan kekuasaan pemerintah

yang tidak terbatas, dan hal 1ni bertentangan dengan

Dalam Islam, pemerintahan tidak boleh didomi-
nasi oleh segolongan atau sekelompok masyarakat saja,
tetapl dikuasai oleh seluruh masyarakat, dengan ber-
landaskan képada norma-norma dan nilai-nilai Iglanm

-al dasar pemerintahannya.

Konsentrasi kekuasaan yang bertumpuk di tang-

biasanya akan menyebabkan terjadinya pe

an penguasa,

1 dan penyalahgunaan kekuasaall. Sebagai-
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mana di sinyalir Allah dalam firmanNya surat L7: 22

dan 25:
P PVIN T o F D as? , 94 apt2VIC s g aPr s 727

9
‘ at L] ‘ e ! { * o f‘ %
_,g’\@:'“_gﬂ,g—a».ﬁ uﬁzﬁ ~% 19 dud © ..J’er“.:“"d%s”
Y8 4 AL NIV ettt R /!.4 A o
c el (8 fao b Ao i (Ll !
e -
"Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, maka kamu
akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan
hubungan kekeluargaan?. Mereka itulah orang-orang
yang dilaknati Allah dan ditulikanNya telinga merg
ka dan dibutakanNya penglihatan mereka"
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O0leh karena itu, dalam pemerintahan Islam tidak di
perbolehkan adanya pemusatan kekuasaan atau cara- ca
ra yang mengarah kesana.

Sehingga negara konstitusi menurut Islam, ha-
rus meletakkan prinsip persamaan di dalam hukum dan
bersikap adil di dalam smenerapkan ketentuan-ketentu
an hukum itu bagl semua warga negarallja, tanpa menge

nal diskriminasi apapun baik kepada dndividu maupun
golongan masyarakat.
Konsepsi siyasah Islam atas dominasi Golkar di dalam
pemerihtahan dan legislatif.

Sebagai konsekwensi logis atas kemenamgannya
di setiap pemilihan umum, GOLKAR merasa berhak wmen-

ominasl kekuasaan di eksexutif maupun di legislatif

Q.

seperti yang sekarang terjadis Padahal Islam sangat
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menghormati nilai-nilai asasi setiap manusia, yaitu;
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rsamaan hak, kedudukan dan kesempatan sebagal pe =
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ana undang-undang, persamaan beramar ma'ruf nahi
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munkar, kesadaran akan tanggungjawab di hadapan-Nya,
dan kesesuaian antara individu dan masyarakat serta
negara dalam sasaran yang satu. Sehingga dominasi
GOLKAR dengan alasan mayoritas, dalam pzmerintahan
maupun legislatif, tidak di benarkan dalam Islamn, ka
rena hal itu termasuk menghilangkan atau mematikan

nilai-nilai asasi ranusia.
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Tujuan negara delam Islam, tidek semata-mata
menciptakan kestabilan politik atau keutuhan negara
melulu. Tetapi yang esensi lagi adalah memperjuang-
kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat berdasarkan
Kitab Allah, dan berupaya mencegah yang munkar deng-
an menjebol segala macam kejahatan atau tirani yang
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a0da dalall Masjydi a

kat.
Sedangkan perspektif prinsip-prinsip demokra-

si Islam terhadap dominasi GOLKAR 1imi sebagai beri-

slam tidak membenarkan adanya dominasl -

dominasi di dalam lembaga syura. Karena prinsip
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vang di anut oleh lembaga iniadalah prinsip yang

harus menunjukkan aspirasi selurub jamaah atau
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rakyat. Lembaga ini dalam Islam mempunyai kedudu-
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kan yvang berdiriwsendiri, artinya tidak diperbo =~
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lehkan sama sekali adanya intervensi-intervensi da
ri pihak manapun. Sedang dengan adanya dominasi
GOLKAR di dalam lembaga ini, berarti sangat jJjelas
ada intervensi pemerintah didalamnya, karena GOL-
KAR merupakan alet dan kepanjangtanganan pemerin-
tah di dalam lembaga ini.

b, Perspektif prinsip Keadilan

NDi tinjau dari perspektif ini, dominasi
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GOLKAR di dalam pemerintahan maupun di dalanm DPR
bertentangan dengan Islam. Karena Islam memandang
setiap manusia mempunyal persamaan di dalam peme-
rintahan maupun di dalam lembaga syura. Hal ini
merujuk lkepada prinsip keadilan Islam yang sifat-

o

nya menyeluruh, balf aalan keadilan ekonomi, ke=-

keadilan

5

Keadilan sosial, maupu

Perspektif prinsip amar ma'ruf mahi munkar

Lembaga legislatif atau DPR menurut Islam
harus berprinsip amar ma'ruf nahi munkar, karena
tanpa memakai prinsip ini dalam kerja operasional
nya, lembaga ini tidak dapat melaksanakan tugas-

1ya sebagal lembaga pengontrol dan pengawas Jalen

e

nya undang-undang dengan balk.

Adanya dominasi GOLKAR di DPR, akan menghg

lang-halangi atau bahkan mematikan keinginan balk
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kelompok yang lain dalam menyuarakan aspirasi rak

yat dan usaha pencegahan terhadap penguasa yang
munkar. Ini tidak terlepas dari eksistensil GOLKAR

sebagai kekuatan pemerintah di DPR.
Perspektif prinsip Persamaan

Islam memberikan persamaan hak kepada setiap

individu dalam rangka mendapatkan; kebebasan, dan
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tanggungjawab dalam tugas-tugas kemasyarakatan.
Artinya, setiap muslim mendapatkan persamazn hak
dalam semua aspek kehidupan, termasuk  persamaal
mendapatkan kedudukan di dalam lembaga pemerinta-
han maupun legislatif.

Sehingga adanya dominasl GOLKAR di dalam

di legislatif, sangat

vertentangan dengan Islam. Sebab Islam tidak me -

ngenal adanya superioritas satu kelompok atas ke-

lompok yang lain.
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busi pemikiran dalam rangka mempelajari dan neningkat
kan studi siyasah Islam kepada para pembacs, khusus -
nya yang berhubungan dengan masalah single majority
dalam sistem politik suatu negara.

Dengan tulisan ini, diharapkan bisa dijadikan rujukan
dan bahan komparasi bagi pemerintah dadlan rangka pen-
carian format politik yang ideal berdasarkan Pancasi-
1a dan UUD 1945 yanz murni dan konsekwen. Sehingga te
¢cipta kehidupan politik yang mantap dalam naungan He-
gara Kesatuan Republik Indonesia yang di ridhai Allah

subhanahu Yata'ala.





